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PERAYAAN TAHUN BARU

Tak Boleh Ada Kerumunan

* YOGYA(KR) - Momentum libur Natal dan

* Jahun Bary (Nataru) selalu dinanti-nantikan oleh
_ Masyarakat yang didalamnya termasuk wisa-

fawan maupun pengelola jasa pariwisata.
Namun perayaaan Nataru yang dilakukan diten-
gah pandemi Covid-19 membutuhkan perhatian

~ ekstra khususnya yang berkaitan dengan pene-

gakkan protokol kesehatan termasuk didestinasi
wsata atau tempat keramaian.

Selain itu untuk mengantisipasi adanya pe-
nambahan kasus, kabupaten dan kota diminta
untuk lebih selektif dalam memberi izin terutama
terhadap Regiatan yang bisa memicu terjadinya

kerumunan.

"Selama ini momentum Nataru sering diman-
faatkan untuk kumpul dengan keluarga atau me-
ngunjungi objek wisata. Tapi karena pandemi

‘Covid-19, alangkah baiknya jika masyarakat me-

nyesuaikan' diri dengan kondisi yang ada.

‘Masyarakat dan wisatawan boleh merayakan
_natal maupun tahun baru, dengan catatan harus
*menerapkan protokol kesehatan dan tanpa keru-

munan. Jadi tidak ada larangan pesta tahun
baru, tapi tidak boleh ada kerumunan," kata

-Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, di

Kompleks Kepatihan, Kamis (10/12).

Singgih mengungkapkan; untuk menghadapi
kegiatan wisata akhir tahun ini seluruh destinasi
dan usaha pariwisata telah dilengkapi sarana-

prasarana pendukung. Terutama untuk menurn-
jang penerapan protokol Kesehatan serta pelati-
han petugas di lapangan untuk implementasi
protokol kesehatan.

Selain itu bagi mereka yang mau melakukan
event wajib mengantongi izin dan tidak boleh ada
kerumunan. Apabila ada masyarakat menemu-
kan kerumunan masyarakat bisa melaporkan ke
hotiine Satpol PP DIY, sehingga bisa langsung di-
tangani. Karena bagi masyarakat atau wisa-
tawan yang melanggar prokes, bisa terancam
dikenai sanksi atau bahkan dibubarkan oleh
Satpol PP.

"Kami lakukan pendampingan, verifikasi, serti-
fikasi. Sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang ke-
mudian memberi tanda destinasi atau usaha ber-
sangkutan telah memenuhi persyaratan penye-
lenggara pariwisata," ungkap Singgih.

Komentar senada diungkapkan oleh Wakil
Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19
DIY, Biwara Yuswantana. Menurutnya dalam
perayaan tahun baru tidak boleh ada keru-
munan. Bahkan untuk mengoptimalkan hal
itu,Gubemur DIY sudah mengirim surat edaran
ke kabupaten/kota untuk memperketat peng-
awasan prokes di masing-masing wilayahnya.
Pemkab/Pemkot diminta memperketat berbagai
izin kegiatan Nataru yang berpotensi menim-
bulkan kerumunan. (Ria)-f
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